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Laporan Rencana Aksi Bappeda Tahun 2025 Triwulan Il berisi Rencana
Aksi Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, yang kemudian dijabarkan lebih
lanjut ke dalam Rencana Kinerja Tahunan dan ditetapkan dalam Penetapan
Kinerja. Pengukuran kinerja yang diperoleh menunjukkan tingkat
keberhasilan/kegagalan yang dicapai Bappeda dalam pelaksanaan program
dan kegiatannya. Laporan Kinerja Rencana Aksi Bappeda Tahun 2025
Triwulan Il Bappeda Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan gambaran
dan informasi pencapaian yang dapat diukur berdasarkan tingkat keberhasilan
terhadap pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator yvang telah
ditetapkan.

Semoga Rencana Aksi Triwulan Ill Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2025 ini dapat bermanfaat, menjadi evaluasi sebagai upaya perbaikan
yang berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja Bappeda pada masa
berikutnya, menjadi acuan agar Bappeda menjadi lebih kreatif dan produlktif
dalam memberikan pelayanannya kepada publik, serta memberikan kontribusi
bagl pencapaian Sasaran Strategis Sumatera Selatan yang tertuang pada RPD
Provinsi Sumatera Selatan Periode 2024-2026
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Visi dan Misi Organisasi
Berpedoman pada RPJPD Provinsi Sumatera Selatan

Tahun 2005-2025 yang merupakan pelaksanaan periode

keempat (tahap ke-IV) dari rencana pembangunan jangka

panjang daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan adalah

“Sumatera Selatan Unggul dan Terdepan Tahun 2025” dari visi

dan misi jangka panjang tersebut, dengan melihat hasil evaluasi

RPIJMD dapat di rumuskan tujuan dan sasaran sebagai dasar

untuk menentukan  strategis dan arahan kebijakan

pembangunan tahun 2025-2026.

® Tujuan : Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian

dan Evaluasi Pembangunan

® Sasaran : 1. Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan

2. Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah.
1.2 Landasan Hukum
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 berdasarkan

pada :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Nomor Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1);
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3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6865);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6897);

7. Undang-Undang Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6987);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah Peraturan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah Peraturan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6402)
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Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor
Nomor 6187);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Nomor Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penvelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah:
Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Keuangan Daerah;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi
Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 601);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2021 Nomor 5/;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun
2024 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 7);
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2025 Nomor 1);

Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2019 tentang
Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita
Daerah Proses Bisnis Tahun 2019 Nomaor 25);

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2023
tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2023 Nomor 5);
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1.3 Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari
pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir vang akan dicapai
atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Tujuan
ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi
sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi
yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun
guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari
masing-masing misi.

Berdasarkan misi yang telah diuraikan di atas, maka
tujuan jangka menengah Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
yang ingin diwwjudkan adalah: “Meningkatnya Kualitas
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan
Pembangunan”. Tujuan ini diukur melalui indikator
Meningkatnya Nilai Perencanaan Provinsi Sumatera Selatan di
Tingkat Nasional.

Sasaran adalah tahapan untuk mewujudkan tujuan.
Adapun sasaran BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan seperti
pada tabel 1.1, vaitu:
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Tabel 1.1
Perubahan Tujuan dan Sasaran Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
Berdasarkan Perubahan Renstra Tahun 2024-2026

3
Tujuan :Meningkatkan Kualitas  Nilai Perencanaan Provinsi Nilai 7.25 7,30 7.35
Perencanaan, Pengendalian dan matera Selatan di Tingk
aluasi Pembangunan | Nasiona 1
Persentase Capaian Sasaran %o - B80%%-95% B0%-05%
Daerah yang Termasuk
Kategori Tinggi dan Sanga
Tinggi
Basaran 1 : Meningkatn Persentase Kesesuaian 100% 1007 100%
Kualitasi Dokumen Sasaran antar Dokume
Perencanann Perencanann
Pembangunan Daecrah
@ BSasaran 2 : Meningkatnya | Persentase Capaian Sasaran k1 B0%%-95% B0%-95% BO0%i»95%
Kualitas Pengendalian dan | Daerah yang Termasu
aluasi Pembangunan Kategori Tinggl dan Sanga
erah Tinggi
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Tujuan :Meningkatkan Nilai Perencanaan Provinsi tai 7
Kualitas Perencanaan Sumatera Selatan di Tinglkat
Pembangunan Pengendalian Nasional
dan Evaluasi Pembangunan Persentase Capaian Sasaran al 80%-95%
Daerah yang Termasuk Kategori
Tinggi dan Sangat Tinggi

Sasaran 1 : Meningkatnya Persentase Kesesuaian Sasaran Persen
alitasi Dokumen antar Dokumen Perencanaan
Perencanaan Pembangunan
Sasaran 2 : Meningkatn Persentase Capaian Sasaran Persen 80%-95%

Daerah yang Termasuk Kategori
Tinggi dan Sangat Tingg
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1.4 Analisis Lingkungan Internal

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan
Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan
Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi,
Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah  Provinsi Sumatera Selatan. Bappeda dalam
melaksanakan tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi
Penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Provinsi dibidang perencanaan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Sumatera Selatan mempunyai 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat)
Bidang, dimana Sekretariat dan masing-masing Bidang
mempunyai Tugas dan Fungsi vaitu:

1. Sekretariat, membawahi -
1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
2) Subbagian Keuangan;
3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
2. Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan,
membawahi :
1) Subbidang Sumber Daya Alam, [lmu Pengetahuan:
2) Subbidang Pariwisata, Industri dan Perdagangan;
3) Subbidang Pendanaan Pembangunan.
3. Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan
Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
1) Subbidang Pemerintahan;
2) Subbidang Kesejahteraan Sosial:
3) Subbidang Kesejahteraan Rakyat.




.

4. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah,
membawahi:

1) Subbidang Infrastruktur;

2) Subbidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup;

3) Subbidang Prasarana Wilayah dan Permukiman.

5. Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Strategis,
membawahi :

1) Subbidang Evaluasi;

2) Subbidang Pengendalian dan Pelaporan;

3) Subbidang Perencanaan Strategis.

Dalam pelaksanaan fungsi ini Bappeda Provinsi Sumatera
Selatan digerakkan oleh 4 (empat] bidang yaitu Bidang
Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan, Bidang
Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, Kesejahteraan Rakyat,
Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Bidang
Pengendalian, Evaluasi, dan Perencanaan Strategis yang masing-
masing bidang tersebut dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bidang. Adapun
fungsi staff dilaksanakan oleh sekretariat badan vang dibantu
oleh 3 (tga) Sub Bagian. Struktur organisasi Bappeda Provinsi
Sumatera Selatan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:
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Xepata Bappeda
Sekretariat
Subbag. Kevangan
Subbag,
Perencanaan,
Evaluasl dan
Pelaparan
| ] |
Sidang Bemerintahan, Bidang Bidang Erahiast,
_"':""""'I | Kesepmeraan sk Infrastrubtur dan Pesgendsian, dun
an Kege|akterasn Pengambangan | Petencenaam |
e hakge Wiayah Straegs
Subbid. Sumber
Dy Alam, Herw Subbid. Subbid,
— aaibida s irtah ik | —{  Subbld. Evaluasi —
Teknologl
Subbid. Pariwisata, Satibid. Subbid,
Subbid. Panpem bangan
—  industr dan - —  Pengendalian dan
Kesejahteraan Sosial Wisyah dae —
Penigeng Lnghusngan Wiy Peisporan
Subbid.
Subbid. Prosarana Subbid.
Subbid, Pendanaan
o L '“::"" Whnghdn —)  Penanam
Permukiman Strategis
Gambar 1.1

Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
Berdasarkan Pergub No, 25 tahun 2018
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Subbag. Umum &
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1.4.1 Sumber Daya Manusia Berkualitas
Jumlah Pegawal Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bappeda
sampai dengan Tahun 2025 tercatat adalah sebanyak 132 (Seratus
tiga puluh dua) orang yang didominasi oleh ASN Perempuan
sebanyak 72 orang dan ASN laki-laki sebanyak 60 orang, dengan
rincian pada tabel dibawah ini sebagai berikut:
Tabel 1.3

Rekapitulasi Jumlah Pegawai ASN Bappeda Provinsi Sumatera
Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025

i Jmthdm:n '
o l St Kage Laiki-Laki ammpm
2 | Ev:krctm-im ' 1 | 14
7o EBidmg Pengendalian, Evaluasi | B n
: dan Perencanaan Strategis |
H;:hmg Perekonomian dan ] =t |
- T 10 | 17
Pendapatan Pembanguanan |
H:danl Pm:rrinmhm, i
5 Kesejahteraan Sosial dan 9 1 10
- Kesejahteraan Rakyart
I [l [P P ey
Pengembangan Wilayah
7 | Kelompok Jabatan Fungsional a5 | 34 | 59
8 Jumlah L = 1 7% 132
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Tabel 1.4
Rekapitulasi Pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
Berdasarkan Golongan Tahun 2025

mumﬂq&;&ﬁ
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- Mg ' | | . .
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. Prabasguanag Lt B | ik L = = =i 1= S
| muhm. I i | '
5 | W | 1 I i I 4 1
| o | i - .,
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| Punasiooni | __J[__i.__i_'f_._i'.___ B 5.1 A _T .40 510 (1 A I
B | Jumbaby | . _j | 19 . 26 ] L] T j._.m .E.ﬁ 4 13 5 2 L3 = e .'l_
Tabel 1.5
Rekapitulasi Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Bappeda
Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Tingkat Pendidikan
- Tahun 2025 I LB
No Unit Kerja SiTA [ D3 | 81 | = 83
b _ K| PR LK| PR LK PR K| PR | LK PR
LA T WOl I | B
2 | Sekretariat 1 3] 2151 | & &
; ..M : - [E; S — | n.,. ]— 2 .“:_i -
Perencanaun Strategia
, | Bidang Perekonomian dan Pendapatan gl sl .s
Pembangusnan [
T_Em_.._._____._ T Sl o T
dan Kessjahtersan Ralyat
A Bidang Infrastruktur dan Pengembangan " x . a
Wilaysh
|77 | Kelompok Jabatan Fungsional . 'ii_'l_n'i ‘ 9| 6 (2] 1
8 | Jumiah | 1 1| 2 m'nuim_m__: 1
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Dari Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Anjab dan
ABK) Bappeda vang disusun berdasarkan Peraturan Gubernur
Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian
Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Sumatera Selatan yang mengalami perubahan melalui
Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan
atas Peraturan Gubermnur Nomor 71 Tahun 2016 Tentang
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan,
Kebutuhan Pegawai, kebutuhan pegawai Bappeda adalah
sebanyak 425 orang yang terdiri dari Pejabat Struktural sebanvak
21 orang, Jabatan Fungsional 202 orang dan Pelaksana 202

orang.
202 202

200

150

100

&0 55
50
i}

Fungsional Pejabat
Umum Fungsional

# Kebutuhan Pegawai  ® Pegawai Tersedia

Gambar 1.2
Kebutuhan Pegawai
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1.5 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Bappeda Provinsi

Sumatera Selatan

Dalam menentukan isu-isu strategis perlu diperhatikan
berbagai dinamika yang terjadi baik secara internal maupun
eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja Bappeda ke depan.
Dalam rangka mewujudkan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
sebagai Pusat Integrasi Perencanaan, Data dan Informasi
Pembangunan, serta Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
terbaik dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan
pembangunan, maka isu-isu strategis yang harus menjadi
perhatian. Perumusan isu strategis :

Tabel 1.6
Perumusan Strategis

No Telnsh Perumusan lsn Btrategis

Belum  optimalnya  pemahaman SDM
PETENCANA dalam merencanakan

Mengoptimalknn Kapasitas SDM  Perencana
. untuk Meninglkatkan Standar Muiu
1 mm“hmm&w nasional Perencannmn din Pembangurin
Brilum optimalnya sarana dan prasarana Meningkatkan

pemenuhan sarana dan
pmdumprm FeyRSRnan’ GaKIme) prasarana pendukung proses perencanidan
2 |Capaian kinerja BAPPEDA Sumsel pada
Tahun 2019-2023, sebaginn besar target
kinerja telah tercapai, bahkan terdapat
beberapa indikator kinerja yang melampaui
target. Indikator yang belum mencapai thrget
yaitu indikator kinerje Tahun 2020 yaitu

RKPD Tepat Waktu.

) . .| Meningleatkan koordinasi sinkronisasi
Bebhow  optimalipm: Kialons wibstanal keterknitan wﬂnmmbnﬁnm doerah
AR | Provinsi dengan Kabupaten/Kota

Belum optimalnya tahapan penyusunan| Heogoptimalkan proses penyusunan Rankhir

: RKPD Provinsi sesuai dengan kalender
RKPD yang tepat waktu dan sesuai standar Setenc

Belum optimalnya penyampaian laporan Mengoptimalkan kualitas pengendalian
triwulanan OPD Tepat Walktu kegintan perangkat dasrah
Belum optimalnya Kabupaten/Kota yang Meningkatkan  kualitas fasilitass REKPD
mengajukan fasilitasi REPD tepat waktu Kabupaten { Kota
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1.6 Sasaran Rencana Strategis

Perencanaan Strategis Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2026 adalah
merupakan dokumen yang disusun berdasarkan instruksi
menteri dalam negeri Nomor 52 tahun 2022 tentang penyusunan
dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan
masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2023 dan
daerah otonomi baru mengacu pada rencana pembangunan
Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2026 vang berisi
tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam
rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan atau urusan
pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap
perangkat daerah, yang tersusun berpedoman kepada RPJMD
Provinsi Sumatera Selatan.

Bappeda Provinsi Sumatera Selatan menetapkan tujuan
vaitu meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan vang di
jabarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2025-
2026.

Berdasarkan misi yvang telah diuraikan di atas, maka
tujuan jangka menengah Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
yvang ingin diwujudkan adalah: “Meningkatnya Kualitas
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan
Pembangunan” Tujuan ini diukur melalui indikator
Meningkatnya Nilai Perencanaan Provinsi Sumatera Selatan di
Tingkat Nasional.

Sasaran adalah tahapan untuk mewujudkan tujuan.
Adapun sasaran BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan adalah :

a. Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan. Sasaran ini
diukur melalui 1 (satu) indikator, yaitu : Persentase kesesuaian
sasaran antar dokumen perencanaan.

b. Meningkatnya  Kualitas pengendalian dan  evaluasi
pembangunan daerah. Sasaran ini diukur melalui 1 (satu)
indikator, yaitu Persentase capaian Sasaran Daerah vang
sesuai dengan target.

15
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BAB II
RENCANA AKSI

Penvusunan Laporan Rencana Aksi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Triwulan [ Tahun
2025 ini mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah /Renaksi
dapat di jelaskan pada tabel dibawah ini:
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2.1. Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara
vertikal dar level unit/pegawai vang lebih tinggi ke level
unit/pegawai vang lebih rendah. Cascading Kinerja Bappeda
Provinsi Sumatera Selatan disusun sesuai dengan Pohon Kinerja
Bappeda Provinsi Sumatera Selatan yang telah disusun
sebelumnya. Dari Tujuan dan Outcome yang ingin di capai
Bappeda vaitu Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan dengan indikator yang ingin dicapai
foutcome) Nilai Perencanaan Provinsi Sumatera Selatan di Tingkat
Nasional dan Persentase Capaian Sasaran Daerah yang Termasuk
Kategori Tinggi dan Sangat Tinggi maka dapat disusun sasaran,
indikator hingga output vang dihasilkan dan diturunkan dari
Kinerja Utama Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan hingga
ke unit/pegawai yang paling rendah. Untuk Mencapai Tujuan
Bappeda Provinsi Sumatera Selatan akan dicapai dengan 2 (dua)
sasaran vang menjadi Kinerja Utama Kepala Bappeda, diturunkan
ke sasaran kinerja Eselon Ill vaitu Sekretaris, Kepala Bidang
Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan, Kepala Bidang
Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan
Masyarakat, Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan
Wilayah dan Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan
Perencanaan Strategis. Kemudian sasaran kinerja Eselon [l di
turunkan menjadi output di kinerja eselon IV yang berjumlah 15
orang seperti yang tercantum di Renstra Bappeda Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :
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Tabel 2.2
Indikator Kinerja Bappeda
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025
1 1 2 3 4 5
1. Sasaran 1: Persentase Kesesuaian 100 % Program
Meningkatnya Sasaran antar Dokumen Koordinasi dan
Kualitasi Perercanann Sinkronisasi
Dokumen Prerencanaan
Perencanaan Pembangunan
Pembangunan Daerah
Daerah
Sasaran 2: Persentase Capaian 80% -95% Program
Meningkatnya | Sasaran Daerah yang Perencanaan,
Kualitas Termasuk Kategori Tinggi Pengendalian
Pengendalian dan Sangat Tingm dan .
dan Evalunsi Evaluasi
Pembangunan Pembangutian
Daerah Daerah

1.2 Perjanjian Kinerja Esselon Il
Berdasarkan tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Esselon Il Tahun
2025 terdapat dua sasaran strategis vang ditetapkan. Pertama,
serta fasilitasi
perencanaan pembangunan. Indikator kinerja vang digunakan

tersusunnva laporan penilaian, evaluasi,

untuk mengukur pencapaiannya meliputi jumlah laporan
penilaian, evaluasi, dan fasilitasi perencanaan pembangunan
dengan target sebanyak 8 dokumen, serta jumlah tulisan atau
narasi yang disusun sebagai bahan untuk buletin dan jurnal di
Bappeda Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 vang telah diedit
dengan target sebanvak 3 dokumen. Kedua, tersusunnya laporan
ringkasan eksekutif, telaah, atau rekomendasi kebijakan maupun
makalah kebijakan perencanaan pembangunan dengan fokus pada
tematik kemiskinan. Indikator kinerja pada sasaran ini adalah
jumlah laporan ringkasan eksekutif, telaah, atau rekomendasi
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kebijakan perencanaan pembangunan tematik kemiskinan dengan
target satu dokumen.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Meningkatnya Kualitas Persentase Kesesuaian
Dokumen Perencanaan sasaran antar dokumen 100%
Pembangunan Daerah perencanaan
Meningkatnya Kualitas Persentase capaian sasaran
Pengendalian dan Evaluasi daerah yang termasuk |
Pembangunan Daerah kategori tinggi dan sangat | :

i 80%-95%
| |

1.3 Perjanjian Kinerja Esselon III

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Sekretans
Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, terdapat empat sasaran
strategis utama yang ditetapkan. Pertama, peningkatan
akuntabilitas kinerja Bappeda dengan indikator nilai SAKIP yang
ditargetkan mencapai AA (91,63). Kedua, peningkatan realisasi
keuangan Bappeda melalui persentase realisasi program dan
kegiatan dengan target 98,09%. Ketiga, peningkatan kualitas
pelayanan penunjang ASN vang diukur melalui Indeks
Profesionalisme ASN dengan target kategoni Tinggi. Keempat,
terlaksananya pengelolaan arsip dengan indikator hasil audit
sistem kearsipan vang ditargetkan memperoleh nilai AA (Sangat
Memuaskan).
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Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Sekretaris
Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 | Meningkatnya Nilai SAKIP Bappeda
Akuntabilitas Kinerja AA [91,63)
Bappeda
2 | Meningkatnya Realisasi Persentase Realisasi
Keuangan Bappeda Program dan Kegiatan 98,09%
| I Bappeda =~ ==
3 | Meningkatnya Kualitas Indeks Profesionalisme
Pelayanan Penunjang ASN Tinggi
ASN
4 | Terlaksananya Hasil Audit Sistem
, F"anclulaan Arsip dengan | Kearsipan Internal MA:”EE:E:;]
| Bai

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kepala Bidang
Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan Bappeda Provinsi
Sumatera Selatan menetapkan enam sasaran strategis. Fokusnya
mencakup keterkaitan dokumen perencanaan, kesesuaian lokasi
pembangunan, sinergi dan integrasi pendanaan program
prioritas, partisipasi masyarakat, serta peran akademisi dalam
penyusunan RKPD, masing-masing dengan target capaian 100%.
Selain itu, ditetapkan pula sasaran peningkatan pengendalian
dan evaluasi pembangunan daerah sektor perekonomian dan
sumber daya alam dengan target capaian 80%-95%.

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Perekonomian dan

Pendanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

Tahun 2025
1 Meningkatnya keterkaitan antar | Persentase rata-rata keterkaitan dokumen |

dokumen perencanaan dan perencanaan (Renstra OPD, RKPD -
pendanaan bidang RPAIMD, RKPD Provins - RKPD 100%
perekonomian dan Kabupaten /Kota, RPJPD (RPJPN) pada
pembangunan mitra bidang perekonomian dan pendanasan

| i pembangunan ———

| 2 | Meningkatnya kesesuaian lokasi | Persentase lokasi pembangunan mitra
perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan pendanaan 100%
pada mitra bidang pembangunan vang tepat sasaran




MEMW

pembangunan yang tepat
SASATAn
| 3 | Meningkainya sinergi dan Persentase program prioritas daerah REKPD
integraai pendanaan program yang didanai secara sinergl dan integratif 100
iaritas d i

4 | Meningkatnya partisipasi Persentase kegiatan RKPD Provins pacda
masyrrakat dalam penyusunan | mitra bidang perekonomian dan pendanaan
RKPD Provinsi pada mitra pembangunan yang melibatkan partisipas 100,
bidang perekonomian dan masvarakat
pendanaan pembangunan

5 | Meningkatnya peran akademisi | Persentase rekomendasi dan masukan
dalam penyusunan RKPD pada | akademisi yang sesunl dengan prioritas
mitra bidang perekonomian dan | RKPD Provinsi pada mitra bidang 100%
pendanann pembangunan perekonomian den pendanaan

prmbangunan :

6 | Meningkatnya pengendalian dan | Persentase capaian perangkat daerah mitra |
evaluasi pembangunan daerah bidang perekonomian dan pendanaan a0-
sektor perekonomian dan pembangunan yang masuk kategori tingg Q5%
sumber diyn alam dan sangat tinge

Perjanjian  Kinerja

Tahun 2025

Kepala Bidang

Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi
Sumatera Selatan menetapkan enam sasaran strategis. Target

yang ditetapkan meliputi keterkaitan dokumen perencanaan,

kesesuaian lokasi pembangunan, sinergi pendanaan program
prioritas daerah, partisipasi masyarakat dalam Musrenbang, serta
masukan akademisi dalam penyusunan RKPD, seluruhnya
dengan capaian 100 persen. Selain itu, pengendalian dan evaluasi
pembangunan daerah mitra infrastruktur ditargetkan mencapai
80%-95%pada kategori tinggi hingga sangat tinggi.

Tabel 2.6

Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan
Wilayah Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

Tahun 2025
NO | SABARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Meningkatnya Keterkaitan Antar | Persentase Rata-rata Keterkaitan
Dokumen Perencanaan pada Dolumen Perencanaan (RKPD-RKP,
Mitra Bidang Infrastruktur dan RKPD-RPJMD dan RKPD Provinsi
Pengembangan Wilayah RKPD Kabupaten/Kota, 1004
RPJPD - RPJPN) pada Mitra Bidang
Infrastruktur dan Pengembangan
Wilayah
2 Meningkainya Kesesuninn Lokasi | Persentase Lokasi Pembangunan
Perencanaan Pembangunan pada | Mitra Bidang Infrastrulctur dan 100%

Mitra Bidang Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah yang

Pengembangan Wilayah yang Tepat
Sasaran
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Tepat Sasaran
Meningkatnya Sinergi dan Persentase Program Prioritas
Integrasi Pendanaan Program Daerah RKPD Mitra Bidang
Prioritas Daerah pada Mitra Infrastrulktur dan Pengembangan 100%%
Bidang Infrastruktur dan Wilayah vang didanai secara sinergi
Pengembangan Wilayah dan terintegrasi
Meningkatnya Partisipasi Persentase Usulan Kegiatan dalam
Masyarakat dalam Penyusunan Musrenbang yang diakomodir
RKPD pada Mitra Bidang dalam RKPD 100%%
Infrastrukitur dan Pengembangan
Wilayah
Meningkainya Peran Akademisi Persentase Rekomendam dan
dalam Penyusunan RKPD pada Masukan Akademisi vang sesusi
Mitra Bidang Infrastruktur dan dengan Priontas RKPD Provinsi 100%
Pengembangan Wilayah pada Mitra Bidang Mitra Bidang
Infrastruktur dan Pengembangan
Wilavah
Meningkatnya pengendalian dan | Persentase capaian perangkat
evaluas pembangunan daerah daerah mitra Bidang Infrastrukiur
seltor Infrastruktur dan dan Pengembangan Wilavah vang 80-95%

Pengembangan Wilayah

TI:.IH-‘II-I:I'F kategori tinggl dan sangat
togs = =

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Bidang Pengendalian,
Evaluasi, dan Perencanaan Strategis Bappeda Provinsi Sumatera
Selatan memuat tujuh sasaran strategis. Sasaran tersebut
mencakup peningkatan keterkaitan dokumen perencanaan,
kesesuaian lokasi pembangunan, sinergi pendanaan program
prioritas daerah, serta partisipasi masyarakat dalam penyusunan
RKPD, masing-masing dengan target capaian 100 persen. Selain
itu, ditetapkan peningkatan peran akademisi dalam penyusunan
RKPD dengan target 100%, pencapaian target program perangkat
daerah sebesar 80%, serta peningkatan pengendalian dan
evaluasi pembangunan daerah mitra dengan target 80%-90%
pada kategori tinggi hingga sangat tinggi.
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Tabel 2.7

Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan
Perencanaan Strategis Bappeda Provinsi Sumatera Tahun 2025

Pengendalian, Evaluasi,
dan Perencanaan Strategis

Strategis yang masuk kategori
tinggi dan sangat tinggi

NO | SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 Meningkatnya Keterkaitan Persentasce Rata-rata Keterkaitan
Antar Dokumen Dokumen Perencanaan (REPD-RKP,
Perencanaan pada Mitra RKPD-RPIMD dan RKPD Provinsi
Bidang Pengendalian, dengan RKPD Kabupaten /Kota, 100%
Evaluasi, dan Perencanaan | RPJPD - RPJPN) pada Mitra Bidang
Strategis Pengendalian, Evaluasi, dan

N Perencanaan Strategis

2 Meningkatnya Kesesuaian Persentase Lokasi Pembangunan
Lokasi Perencanaan Mitra Bidang Pengendalian,
Pembangunan pada Mitra Evaluasi, dan Perencanaan
Bidang Pengendalian, Strategis vang Tepat Sasaran 100%
Evaluasi, dan Perencanaan
Strategis yang Tepat

| Sasaran )

3 | Meningkatnya Sinergi dan Persentase Program Prioritas
Integrasi Pendanaan Daerah RKPD Mitra Bidang
Program Prioritas Daerah Pengendalian, Evaluasi, dan 100%
pada Mitra Bidang Perencanaan Strategis yang
Pengendalian, Evaluasi, mendanai secara sinergi dan
dan Perencanaan Strategis | integratif

4 | Meningkatnya partisipasi Rasio kegiatan RKPD Provinsi yang
masyarakat dalam berbasis partisipasi masyarakat 100%
penyusunan RKPD

5 | Meningkatnya peran Persentase rckomendasi dan
akademisi dalam masukan akademisi yang 100%
penyusunan RKPD diakomodir dalam RKPD Provinsi

|6 | Meningkatnya pengendalian | Persentase Capaian Target Program

dan evaluasi pencapaian Perangkat Daerah Provinsi
target program perangkat 80%
daerah

7 | Meningkatnya pengendalian | Persentase capalan perangkat
dan evaluasi pembangunan | daerah mitra Bidang Pengendalian,
daecrah sektor Evaluasi, dan Perencanaan 80-95%

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Bidang Pemerintahan,
Kesejahteraan Sosial, dan Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi
Sumatera Selatan memuat delapan sasaran strategis. Fokusnya

diarahkan

pada keterkaitan antar dokumen perencanaan,




L

Aksi

ketepatan lokasi pembangunan, sinergi pendanaan program

prioritas

daerah, partisipasi

masyarakat,

serta kontribusi

akademisi dalam penyusunan RKPD dengan capaian target 100
persen. Selain itu, sinkronisasi dokumen SDGs dan integrasi
rencana penanggulangan kemiskinan daerah juga ditetapkan
dengan target 100 persen, sementara pengendalian dan evaluasi
pembangunan daerah mitra ditargetkan 80-95 persen.

Tabel 2.8
Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan
Sosial, dan Kesejahteraan Rakyat
Bappeda Provinsi Sumatera Tahun 2025
"No_| Sasaran Strategis _ Indikator Kinerja Target
1 Meningkatnya Keterlaitan Antar Persentase rata-rata
Dokumen Perencanaan pada Mitra | keterkaitan dokumen
Bidang Pemenntahan, percncanaan (RKPD-RKP,
Kesejahteraan Sosial dan RKPD-RPIMD dan RKPD |
Kesejahteraan Rakyat dengan RKPD 100%
Kabupaten [Kota, RPJMD- |
RPJPD) pada Mitra Bidang
Pemerintahan, Kescjahtcraan
Sosial dan Kesejahteraan
| Rﬂk}"ﬂ_'_n_ ]
2 | Meningkatnya Kesesuaian Lokasi | Persentase lokasi
Perencanaan Pembangunan pada | pembangunan Mitra Bidang |
Mitra Bidang Pemerintahan, Pemerintahan, Kesejahteraan 100%
Kesejahteraan Sosial dan Sosial dan Kesejahteraan
Kesejahterann Rakyat yang Tepat Rakyat yvang tepat sasaran
Sasaran_
3  Meningkatnya Sinergi dan Persentase program prioritas
Integrasi Pendanaan Program daerah RKPD Mitra Bidang |
Prioritas Daerah RKPD pada Mitra | Pemerintahan, Kesejahterasn 100%
Bidang Pemerintahan, Sosial dan Kesejahteraan
Kesejahternan Sosial dan Rakyat
Kesejahteraan Rakyat |
4 Meningkatnya Partisipasi Rasio kegiatan RKPD Provinsi |
Masyarakat dalam Penyusunan pada Mitra Bidang
RKPD Provinsi pada Mitra Bidang | Pemerintahan, Kesejahteraan 100%
Pemerintahan, Kesejahteraan Sosinl dan Kesejahteraan |
Sosial dan Kesejahteraan Rakyat Rakyat yang berbasis
cartiskas
5 | Meningkatnya Peran Akademisi Fersentase rekomendasi dan
dalam Penyusunan REPD pada masukan akademisi yang
| Mitra Bidang Pemerintahan, sesuai dengan prioritas REPD |
Kesejahteraan Sosial dan Provinsi pada Mitra Bidang 100%

Kesejahteraan Rakyat

Pemenntahan, Kesejahteraan
Sosial dan Kesejahternan
Rakyat
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6 | Meningkatnya Sinkronisasi Persentase dokumen

Dokumen Sustainable Sustainable Development
Development Goals (SDGs) Goals (SDGs) Provinsi
Provinsi Sumatera Selatan dengan | Sumatera Selatan yvang sesual 100%
Dokumen Perencanaan Provinsi dengan dokumen perencanasn
Sumatera Selatan

| 7 Meningkatnya Sinkronisasi Persentase dokumen Rencana
Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan
Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Provinsi
Daerah (RPKD] Provinsi Sumatera | Sumatera Selatan yvang 100%
Selatan dengan Dokumen terintegrasi

[ Perencanaan Provinsi Sumatera

. Selatan

'8 | Meningkatnya Pengendalian dan Persentase capaian perangkat
Evaluasi Pembangunan Daerah daerah mitra Bidang
Scktor Pemerintahan, Pemerintahan, Kesejnhteraan BO%-
Kesejahteraan Sosial dan Sosial dan Kesejahteraan 95%
Kesejahteraan Rakyat Ralyat yang tinggi dan sangat

Hngg

2.2.3 Program dan kegiatan yang mendukung IKU (Kinerja dan
Anggaran)
Dalam mencapai target sasaran strategis Indikator Kinerja
Utama vang tertuang di perjanjian kinerja Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
tersebut, kinerja program dan kegiatan yang mendukung dapat
dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:



Tabel 2.8

e

Program dan Kegiatan yang mendukung IKU Bappeda Tahun 2025

Indikator Kinerja Program/ Targel Capaian .
Kegintan/ Sub Kegiatan Kinerjn 9
2 3 4 6 a
PROGRAM PENUNJANG 33,188,412,7 45 a Palembang | Persentase Pemenuhan Layanan 100% B84.33
URUSAN PEMERINTAH Kinerjs Perangkat Daerah
DAERAH
Perencanaan, Penganggaran dan 140,988 950 Kota Palembang | Persentase Sistem Capalan & 100.00
Evaluasi Kinerja Peranghkat Hinerja yang
Dasrah meningkat [berkembang
Penyusunan Dokumen 140,988 9 Kota Palembang | Jumlah Dokumen Perencanaan 5 dalumen (Renstra, 0o
Perencanaan Perangkat Dasrah Perangkai Daerah Renja. LKjIP, Sakip
dan RB Bappeda)
Administrasi Keuangan 26,281,829,000 ota Palembang | Persentase Administrasi 100% 85.39
Peranghat Daerah Perkantoran yang Terlaynni
Penyedinan Gaji dan Tunjangan 1.883, alembang | Jumlah Orang yang Menerima _..um.nﬂunﬂ___._u:._na
ASN Gaji dan Tunjangan ASN 160 org Gaji;




Indikatar Kinorja P : - =T=0 Target
2 3 4 5 [ &
a Penvedinan Admimistras 269,236,000 Kot Palembang | Jumlah Dokumen Hasil 32 dokumen (3 B.19
Pelnksanann Tugas ASN Penyedinan Administrasi tenngn honor
Pelaksanaan Tugas ASN mdministrasi+ 1
Tenaga Tuter SK.J
4 | Pelaksanaan Penatausahaan dan A3,160,000 Kota Palembang | Jumlah Dokumen Penatausahsan | 5 Dokumen
Pengujion/Verifikasl Keuangan dan Pengujian/ Verifilasi
KD Keunngan SKPD
[ Koordinasi dan Penyusunan 50,000 Kota Palembang | Jumish Laporan Keuangan Akhir | 3 Laporan 100.00
Laporan Keuangan Akhir Tahun Tahun SKPD dan Laporan Hasl
SKPD Koordinasi Penyvusunan Laporan
Kruangan Akhir Tahun SKPD
1.3 | Administrasi Barang Milik 145,320,000 oti Palembang | Persentase Adminlstrasi 1F 00.00
Dasrah pada Perangkat Daorah Perkantoran yang Terlayani
Penyusunan Perencanaan 0,000 Kota Palembang | Jumlah Rencana Kebutuhan 1 Dokumen 00.00
Kebutuhan Barang Barang Milik Daerah SKPD
Milik Daerah SKPD
7 Pengamanan Barang Milik Daerah 00,000,000 Kota Palembang | Jumlah Dokumen Pengamanan 1 Dokumen 00.00

SKPD

Milik Daerah SKPD
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Lokasd . |
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]
Kota Palembang | Persentase Aparatur yang B5% 82.13
meningkat kapasitasnya
. Kota Palembang | Jumlah Paket Pakalan Dinas 155 Paket 0.00
Beserta Atribut Kelengkapan
Kota Palembang | Jumlah Dokumen Pendataan dan | | Dokumen 100.00
Pengolahan Administras
Kepegawnian
Kota Palembang | Jumlah Pegawai Berdasarkan 10 Orang 100.00
Tugas dan Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan
Kota Palembang | Jumlah Orang yang Mengikuti 100 Orang 90.00
Sosializasi Peraturan Perundang-
Undangan
Kota Palembang | Jumlah Orang vang Mengikuti 20 Orang 72.53
Bimbingan Teknis lmplementasi

Peraturan Perundang-Undangan



z 3 4 ; 6 8
Administrasi Umum Perangket | 3,386,101, 320 Kota Palembang | Persentase Administrasi 100% 72.74
Daecrah Perkantoran yang Terlayani
Penyediaan Komponen Instalasi 200,000,000 Kota Palembang | Jumiah Paket Komponen Instalns | 20 Paket 90.00
Listrik / Penerangan Bangunan Listrik/ Penerangan Bangunan
Kantor Kantor yang Disediakan
Penyedinan Peralatan dan 1,465, Kota Palembang | Jumlah Paket Peralatan dan 10 Paket 0.00
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
Penyediaan Bahan Logistik 507,265,000 Kota Palembang | Jumlah Paket Bahan Logistik | 110 Paket (60 paket | 77.63
Kantor Kantor yiang Disedinkan alat tulis kantor; 50
paket makan minum
rapal dan kunjungan
tamuj
Penyedianan Barang cetakandan | 193,62 5,000 Kota Palembang | Jumlah Paket Barang Cetakan 16 Paket 7.09
Penggandaan dan Penggandmen yang
Disedinican
Penyediaan Bahan Bacaan dan Kota Palembang | Jumiah Paket Pakaian Dinas 155 Paket 0.00

Beserta Atribut Kelengkapan
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18 | Penvelenggarsan Rapat TBG6,048,000 Kota Palembang | Jumlah Laporan Penyele nggarann | 120 Laporan 100.00
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
Dukungan Pelaksanaan Sistem | 2 234,000, 000 Kota Palembang | Jumlah Dekumen Culkungan 2 Dokumen [website | 68.1
Pemerintahnn Berbasis Elektronik Pelaksanaan Sistem dan buleting
pada SKPD Pemerintahan Berbasis Elektronik
pada SKPD
1.6 | Pengadaan Barang Milik Daerah | 0.00 Kota Palembang 0.00
Penunjang Urusan Pemerintahb
Daerah
20 | Pengadaan Kendaraan Dinas 0.00 Kota Palembang | Jumiah Unit Kendaraan Dinas | | Unit 0.00
Operasional atau Lapangan Operasional atau Lapangan yang
Disedinkan
1.7 | Penyediaan Jasa Penunjang 1,514,000,000 Kota Palembang | Persentase Administrasi 100%: B4.91
Urusan Pemerintah Daerah Perkantoran yang Terlayan
21 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,000,000 Kota Palembang mlah Laporan Penyediaan Joasa | 1 Laporan (1 laperan | 100,00
urat Menyurat Jjumlah pengiriman
| surat)




22 Penvedinan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Adr dan Listrik

23 Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Penyedinan Jasa Pelayanan
Umum Kantor

1.8 | Pemeliharan Barang Milik

Daerah Penunjang Umum

Kot Palensbang | Juml

Kota Palembang | J

Kota Palembang | Ju

1,209,281,390 Kota Palembang
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25 Penyediasn Jasa Pemeliharaan, 230,000,000 Kota Palembang | Jumlah Kendaraan Dinas 26 Unit
Binya Pemeliharnan, Pajak dan Operasional ntau Lapangan yang
Perizinin Kendaraan Dinas Dipelihara dan Dibavarkan Pajak
Operasional atau Lapangan | dan Perisinannya

Pemeliharasn Poratatan den 243,588.340 | Kota Palembang | Jumiah Peralatan dan Mesin 136 Unit (16 unit | 92,
Mesin Lainnya Lainnya yang Dipelihara roda 4; 10 unit roda
: 100 umnit
peralatanperlengka
pan kantor)
27 Pemeliharanan [ Rehabilitas 735,693,050 Kota Palembang | Jumlah Sarana dan Prazarana 1
Gedung Kantor dan Bangunan Gedung Kantor atau Bangunan
Lainmya Lainnys yvang
Eﬂn:—un-.ﬂ____ Mrehatdlitas
11 | PROGRAM PERENCANAAN, 2,847,848,693 Kota Palembang | Persentase Capaian Sasaran 0%,
PENGENDALIAN DAN EVALUASI Daerah yang Termasuk Kategori
PEMBANGUNAN DAERAH Tinggl dan Sangst Tinggl
PEMERINTAH DAERAH
2.1 | Penyusunan Perencanaan dan 1,603,754,700 Kota Palembang | Persentase Tahapan B8

Pendanann Penyusunan REKPD yang tepat
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28 Koordinasi Penclanhnn Dokumen 178,404 238 ota Palembang | Jumlah Dokumen Rancangan 1 Dokumen 8.332
Perencanaan Pembangunan Awal RPIMD/ REKPD [Sesuni Rancangan
Daerah dengan Dokumen Kebutuhan jika RPJMD maka Teknokratik
Kebijakan Lainnya Rancangan Teknokratik) Tahun 2025-20.

Koordinasi Pelakssnaan Forum | 62,203,638 Kota Palembang | Jumlah Telahan Dokumen 2 Dokumen (1 Dok | 100.00
Perangkat Daerah/ Lintas Perencanaan Pembangunan PK Gubernur dan
Peranghat Daernh Daerah Dok RKT Provins

Sumsel Tahun)

30 Pelaksanaan Musrenbang 31,600,000 ota Palembang | Jumlah Berita Acara Musrenbang | 2 Berita Acara (HA 100.00

Provinsi Provin =0 | MUSREN BANG
REKPD 2026 DAN BA
MUSRENBANG
RPJMD 2025-2029)

31 | Koordinasi Penyusunan dan 831,366.8 Kota Palembang | Jumlah Dokumen Perencanasn 3 DOK (1 DOK 93.59
Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi RKPD 2026, 1 DO
Pembangunan Daerah Provinsi yang DMtetapkan PERUBAHAN RKPD

2025, 1 DOK RPJMD




Kegintan [ Sub Kegiatan Kinerjn
2 3
Annlisis Datas dan Informasi 192,923,105 Kota Palembang | Persentase data dan informasi BAY%:
Pemerintahan Deerabh Bidang kelompok sasaran sesual
Perencansan Pembangunan dengan lsu strategis
Analisis Data dan Informasi Kota Palembang | Jumlah Masukan Analisis Data I Dokumen Data dan | 1

Pembangunan Daerah)

EEEEEEEE Prufil 3 Buku [Database 1

Pembangunan Daerah yang Profil Pembangunan
Diterbitkan Dacrah Bidang

Database Profil
Pembanguinan
Dacrah Bidang

Hidang Infrastruktur)




Program / Kegiatan Penyediaan Dana Lokasi e Bub Keg :
3 .
Pengendalian, Evaluasi dan 1,051,170,888 Kota Palembang | Persentase Capaian Target
Peluporan Bidang Perencanaan Program Perunghat Dasrah

Koordinasi Pengrerdalian 58,076,250 Kota Palembang | Terlaksananya Pengendalian 1 Laporan SPIP 1
Perencanann dan Pelaksanann rencanaan dan Pelaksanann
Pembangunan Dacrah di Provinsd bangunan Dacrah ovin

Pengendalian Pelaksansan 48,254 638 Kota Palembang | Jumlah Kerja Sama Dasrah yang Kera Sama
Kerjasama Daerah Dikoordinasikan Pelaksanaanny

Monitering, Evaluasi dan 312,000,000 Kota Palembang | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi | 3 Laporan
Penyusunan Laporan Berkala Kinerja Pembangunan Daerah

Pelaksanaan Pembangunan

Daerah

Fasilitnsi / Evaluasi Dokumen 592,840,000 Kotn Palembang | Jumlah Dokumen Perencanaan okumen | 1 Do
Perencanaan Pembangunan Pembangunan Kabupaten/ Kota anilitasd

Daerah Kabupaten/ Kota yang Dilasilitasi/ Evaluasi Ranperkada Rkpd




Kab/Kota 2026, 1
Dok Fasilitas
Raperiada Ricpd
Perubahan 2025
Kab/Kota, | Dok
Fasilitasi Ranwal
Ranperda Rpjmd
Kab/Kota 2025-
2029, 1 Dok
Fasilitasi RAPERDA
RPJMD Kab/Kota

2025-2029, 1 Dok

Evaluasi Kinerja
Pembangunan
Kab/Kota, 1 Dok
Hasil Penilainn Ppd

Kab/Kota)

PROGRAM HOORDINASI DAN
SINKRONISAS] PERENCANAAN

2,350,883.428




Progyam/Kaglatan Penyedionn Kegintan Sub Kegiat
L 5 6
Koordinasi Peroncanaan Bidang B92,088,625 Kot Palembang | Persentase keterkaitun prioritas
Pemerintahan dan pembangunan antara RKPD
Pembangunan Manusia dengan RPJMD
Koordinasi Penyusunan Dokume: 61,400,437 Kota Palembang | Jumlah Dokumen Perencanman

Evaluasi Penyusunan Dekumen

Kota Palembang | .




ovecs e

7 | E ] 5 3 ]
Koordinasi Pelaksanaan 95,654, Kota Palembang | Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan 100.00
Sinergitas dan Harmonisasl Sinkronlsasi Renstra/Renja
Perencanann Pembangunan dengun RKPD/RPIM
Daerah Bidang Pemerintaharn Bidang Pemerintahan
Koordinasi Penyusunan Dokumen 178,490,399 ota Palembang | Jumlah Dokumen Perencanaan 1 Dokumen 83.
Perencanaan Pem Pembangunan Daerah Bidang
Daerah Bidang Pembangunan Pembangunan Manusia vang
Manusin (RPJPD, MD dan Dikoordinir Penyusunannya
RPJPD, RPIJMD din REPD)
Asistensi Penyusunan Dekumen Jumlah Laporan Hasil Asistensi Laporan 00.00
Perencanaan Pembangunan Penyusunan Dokumen
Daerah Bidang Pembangunan Perencanaan Pembangunan
anusia (RPJPD, RPIMD dan Perangkat Dacrah Bidang
Pembangunan Manusia




670,624 Kota Palembang | J

Koordinasi Pelakssnnan Kota Pulembang miah Laporan Hasil

Sinergitns dan Harmonisasi inkronisasi Renstra/Ren

Perencanaan Pembangunan dengan RKPD/RPIMD pada

Daerah Bidang Pembangunan dang Pembangunan Manusia
sia

Koordinasi Perencansan Bidang | 690,166,691 i Kota Palembang | Persentase keterkaitan prioritas

Perekonomian dan Sumber




Program /Kegiatan Penyediaan Dana Lokas Kegiatun/ Sub Kegi s £
z 3 4 5 6 5
48 Koordinasi Penyvusunan Dokumen | 236,139,135 Kota Palembang | Jumlah Dokumen Perencanman Dokumen (1 Dok 100.00
Perencanann Pembangunan Pembangunan Daerah Bidang Kerangka Makro
Daersh Bidang Perekonomian Perekonomian vang Dikoordinir Ekonomi Daerah)
(RPJPD, RPIMD, RKPO) Penyusunannya (RPJ P
dan RKFD)
Asistensi Penvusunan Dokumen 52,097,038 Kota Palembang | Jumlah Laporan Hasil Asisten 5 Laporan 100,00
Perencanasn Pembangunan Penyusunan Dokumen
Perangkat Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan
Perekonominn Perangkat Dacrah Bidang
Perckonomian
r— e S5 STRET v o= — :..ue_..ﬂwﬁ T
Evalussi Penyusunan Dokumen nn Evaluasi Penyusunan
Perencanann Bidang Dokumen Perencanann
Perekonomian Pembangunan Peranglont Daerah
Bidang Perekonomian







Program / Kegiatan Penyedinan Dana Kegiatan/ Sub Kegi Kinerja: E......ﬂiﬁ
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54 | Pelaksanaan Monitoring dan 28,203,802 a Palembang | Jumlah Laporan Has{l Monitoring | 1 Laporan 100.00
Evaluasi Pernyusunan Dokumen dan Evaluasi Penyusunan
Perencanaan Pembangunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah Bidang SDA Pembangunan Perangkat Daerah
Bidang SDA
Koordinasi Pelaksanann ota Palembang | Jumlah Laporan H il I Laporan (Lap hasil 00.00
Sinergitas dan Harmonisas: Sinkronisasi Renstra/Renja integritas dan
Perencanaan Pembangunan dengan RKPD/RPJIMD pada sinkronisas
Daerah Bidang SDA Bidang SDA PeErencanaan
prioritas SDA dan
IPTEK)
3.3 | Eoordinasi Peroncansan Bidang | 768,628,112 ota Palembang | Persentase keterkaitan prioritas | 81% 98.09




L : e Indikator Kinerja Program/ Target Capainn .
2 2 0 T o 3

56 | Koordinasi Penyusunan Delumen 9261 Kota Palembang | Jumlah Dokumen Perencanaan 1 Dokumen 00.00

Perencanasn Pembangunan mbangunan Deerah Bidang

Duerah Bidang Infrastruktur Infrastruktur v Dikoordinie

PJPD, RPIMD dan RKPD Penyusunannya (RPJPD, dan
PD / Renja)

Asintens Penvusunan Dokumen Eotin Palembang | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Laporan 100,00

Perencanaan Pembangunan yusunan Dokumen

Perangkat Daerah Bidang rencanaan Pembangunan

Infrastrukiur Perangkat Daerah Bidang

nfrastrukiur

38 Pelaksanaan Monitoring dan 426, 1 Kota Palembang | Jumlah Laporan Hasil Monitoring Laporan 96.7

Evaluasi Penyusunan Dokum dan Evaluasi Penyusunan

Perencanaan Pembangunan Dokumen Perencanaan

Perangkat Daerah Didang Pembangunan Perangkal Daerah

Infrastruktur Bidang Infrastrukour
59 rdinas Pelalsanaan 956, 1 Kota Palembang | Jumilah Laporan Hasil Laporan . 100.00

Sinergitas dan Harmonisasi Sinkronisasi Renja/RKPD dengin

Perencanaan Pembangunan Renstra/RPD/RPIPD/RKP/ RPJM

Bidang Infrastrulkiur N pada Bidang Infrastrukour




Wi 545 Kigdiar
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Jumlah Dekumen Perencanaan 2D

Pembangunan Daerah Bidang
Kewilaynhon yang Dikoordinir
Penyusunannya (RPJPD, RPJMD
dan RKPD)

Kota Palemhbang

Jumlah Laporan Hasil Asistensi 2

Penyusunan Dokumen
Perencanann Pembangunan
Perangkat Daerah Bidang
Kewilayahnn

Jumlah Laporan Hasil Monitoring | 1

dan Evaluasi Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkar Daesrah
Bidang Keilayvalian
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Program /Keglatan : Dana : e i Ke :
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2 ] 4 8 [
Koordinasi Pelaksanann 125,422.4 Kot Palembang | Jumlah Laporan Hasdl 3 Laporan [Jumlah 94.42
Sinergitas dan Harmonisasi Sinkronisasi Renja/RKPD dengan | Laporan Koordinas
Perencanaan Pembangunan Renstra/RPD/RPJPD/RKP/RPJM | Komisi Irigasi ;
Daerah Bidang Kewilavahan N pada Bidang Kewilayahan Jumiah Pelaporan
Pelaksanaan
Infrastrulktur;
Jumlah Laporan
vang disusin)
. 2% 38,387,144 866 86.03
dan Sub Kegiatan
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BAB III
PENCAPAIAN KINERJA RENCANA AKSI

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Bappeda) Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2025
ditunjukkan melalui pencapaian indikator kinerja sesuai dengan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 sedangkan capaian kinerja
pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2024 sesuai dengan
Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (RPD)
Tahun 2024-2026.

Adapun realisasi capaian indikator 1 pada Tahun Anggaran
2025 yaitu persentase kesesuaian sasaran antar dokumen dipakai
untuk tahun 2025 dengan realisasi capaian untuk 2025 adalah
100%. Indikator 2 pada Tahun Anggaran 2025 yaitu persentase
capaian sasaran daerah yang termasuk kategori tinggi dan sangat
tinggi dengan realisasi capaian untuk 2025 adalah 70%, adapun
capaian indikator kinerja utama pada tabel dibawah ini:
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Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Bappeda
Provinsi Sumatera Selatan
1 2 3 4 &
Sasaran 1: Persentase Kesesuaan 100 % Program S57T.71%
Meningkatnya | Sasaran antar Dokumen Koordinasi dan
Kualitasi Perencanaan Sinkronisasi
Dokumen Perencananan
Perencanaan ‘Pembangunan
Pembangunan Daerah
Daerah
an 2: Persentase Capaian 80%-95% | Program 64,72%
eningkatnya Sasaran Daerah vang ﬁfmcﬂnnfln.
wualitas Termasuk Kategori Tinggi Pengendalian
ngendalian dan Sangat Tinggi dan
Evaluasi Evaluasi
mbangunan Pembangunan
acrah Daerah
3.2. Realisasi Anggaran

Anggaran Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 adalah
sebesar Rp. 38.387.144.866,- dengan Realisasi anggarn per 1 Oktober
2025 tercatat sebesar Rp. 23,023,783,695.00,- atau sebesar 59.98%.
Dengan rincian sebagai berikut:




e e

Realisasi Anggaran Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Triwulan IIT Tahun 2025

Prrogg an | K glatan Peryedionn Dana | Lakani % E g | e s : . § Pk
. ; ™~ ) L (]
2 5 7 L ) 10
Fatrt Prracniass Pemosulnn IO HE.46 84.33 63130 76.06 | 68%
FENUNJANG URUSAN | 331884127458 | Palembang Layansn Kinerjs 20,578,395, A08.00
PEMERINTAN Peranghat Dasrak
| Persncansan, i Persantaas Slatem £, O al.8e T0.00
Ponganggaran dan 140,988,950 Falembing | Capalan Kinerja yan 44,530, 40r2.00
Evalusal Kinerjs menligiat /basks mbang
Pedivustiman Dl it Jismlah Pokumen 5 dokumen o7 ([T 3159
PrirTe s Permgag bt B R G Palembang | Perencmnann Peranghal (Rrostim, Fenja, o1 A3
haeinl LEJIF, Salip dan
. K i) -
Harim Persontase Adminletreal 1050 .39 TO.2T B84.50
Heusngun Peranghat 26,281 B0, 000 Falmsbang | Perkantoran yang 8,467, 06700
Terlayanl
b dun iy slurm iy Chimrg vairg U onreetgf DL Ly el MM LERE] 70, 0%
N L0 Prlesilviig | Mereitae Cagl din il g Chaji; 0 AT HET 00
Tunjamngan AEN e ]
! 1 Kt uamlnti Eelonmen Hasd 32 dokumen (32 i 48 CH] u3.
imbrmsi | 360,236,000 Polembang | Peogyodbsan Adioinis Frmmi BIK trteggn W
Pelnsaysiman Tuges el manmn Togns ARN Riidise
il it
HIK Tenuagn
Tutor i
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[ - Koay kst Deskumien Diokumes THH _ 4450 ‘ T8 00 o,
Penmiaumabian dan FH, 10,100 Pilemibiang | Poinbsisnhasn dan 37,254 TN
Preriguapa i Verifln) Penguafian/ Verillios|
Foserrdbricena tloiin st depmilihy Lapsormn Kevisisgan 8 Lawpeiimy 1, (30 Hr.Ea B, 00y
Peanyusanen Lagormio T I, Palembnng | Akhlr Tatnm SEPL dan IO, 270, 180,00
Rrvimanggiiy Akbir Tt Laspormin |'Tmsi] Kosond [nsai
SKPD Pennyiomiiiiag Lapomn

Heungsgan Akbilr Tabiom

REPT
‘Administrasl Barang Krtia Fersentase Administrasi TN 100. 06 6794 100.00
Millk Dasrah pada 145,220,000 I'alembong | Perkantoras yesg o8, TI0, TH0.00
Peranghat Dasrab Terlayaai
Peomyusunan ~ Kota dumiah Fencana 1 Diokumen o, 00 non | Goo | 0.00
P pemmeni i A5 200, 000 Palesshaing | Kebutubuen Bamng Mikk
Kehutuhan Aarang Daerah SKPD
Milik Daemh BEFD
Pergninianar Pt Baili dumndahs Dokugiess 1§ Cokamen | ) 1w, AT [T
Miltk Darmdh SKFD ) 0N, CR B0 Pulembeng | Pengumanan Barmog Milik OF, 730, T 50,00

Daeinly BEFTY
Admlnistrmal st Prrsontase Aparstur yang Al 1 arsa #2.50
Fompagnwnl an 510,893,085 Pobysisirsg | menlngkat Eapasitasnyn 40,734 3348 00
Tt iggeloaiaty Pegheniar Wt el Pkt Fabmsinn 160 Paket 0.00 0,00
e Somata ity Palembang | Dinas Beserta Atritait . | oo
el rglo gy n Kelenghmpan
Prndatamn dan kit haminty Dokomoen Dok 100,00 .14 [T
Pelgpskabmn s RN, CHOM ) Palembnng | Prodatann desn Peogelnlemn 79, 500,08 1.0
Administrasi Administrasl Kepegawiian
B gae
Peerdktian d [ Justilah Pegawal 10 Cipmbig 100,00 !
Pelati Peygawal LRI EN 5 Palembang | Berdusarknn Tugas dus THATS 000,00 G i
Easrelmminrkon Tugas dan My
Fungsi
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Duoumngin Pelaksanamn Jumbah Deknseen ‘& Dmibrinmser |
Biwiem Peimcriiialing i | Dhidksemijgag |ebidosniinag fwobsite dan
Herisasin Klehirmmk Histern Pemeriinhan tbeting
Bertmnin Elcktronil pada
KKPD
Penunjang Trusas
Pengadann Kemdamg bl Uil Kesslismnn 1 Uit
Thinms Crperasioee] i THnam Cyemnional atau
T Lan g yourng 1) imexd by
Fun yed e Suss Persantsss Adminletras [T
Penunjang Urusan 1,514,000, 000 Perkantoran yang
Femerintak Dueral Teriayani
Penvethinm Jann Somt Jumiah Laporn I Laguumn {1
1 Poryer! imamn Jnss Sumt lagicsrmn fiamia)
Mersyinst gl
L]
Penyediaarn Jasa Jumlah Lapormn | Lapommn
Ko bant, Sumtsr Pesyet linary Jenss [languyzazs
Daya Alr dan Listrik Rommnikes), Sumbes Tioye | pemsksian dass
Alr dan Listrik yang Kunstseeninesd,
Miserlinkan Sumber Dwya Air
oy Lbntrik)
Priprdiann S=sa Jumial Laporsn | Lapamn {lap
i Prerpe s Jiase e fmlati sJeasts, b
Frrlenglenpsn Hanto dan Perienghngmn Kanior Eehersihiomn dan
yiing Disexliaka Hahan
pemberail yang
aliggenmbciang
Periyediann Jasa Jdumish Laporan | Lagesran (lagp
Ve laymmn Umim Penyodiman Jiass Prisyansn Busaman bunrsasr
b Uliskeini Fasivbasr yarig valy
Fvisr by brwibule ey, Logs
(L ]
kantor, spaislide
dan
doinameami)




533,043, 939.00
Pepusjang Voem Berfuigsl Dalk
Pemerintah Deeral
Frenyerininn tans Kotn ilyminh Kersdaran e A Ligelt L
Fosprwedibuinrnsiiy, |hava 80 LM 008 Milembinng | Crpermsdonn] atian Lo
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BAB IV
PENUTUP

Dokumen Rencana Aksi Kinerja merupakan dokumen yang
berisikan jadwal rencana pelaksanaan perjanjian kinerja yang
menyangkut strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan dengan
indikator dan target yang ditetapkan sesuai anggaran yang telah
disetujui.

Rencana aksi pencapaian kinerja Tahun 2025 ini memiliki
peran yang sangat penting dalam pelaksanaan seluruh kegiatan
karena fungsinva sebagai panduan pelaksanaan program/kegiatan
yang terkait langsung dengan Perjanjian Kinerja Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2025, serta sebagai tolok ukur dalam menilai keberhasilan
pelaksanaan kegiatan dalam mendukung pencapaian kinerja.

Dengan tersusunya rencana aksi pencapaian kinerja badan
perencanaan pembangunan daerah provinsi sumatera selatan
Triwulan II Tahun 2025 ini, diharapkan setiap unsur dari satuan
kerja benar-benar berkomitmen dan profesional dalam
pelaksanaan kegiatan sehingga dapat merealisasikan apa vang
telah di targetkan

Palembang, 2025
KEPALA BAPPEDA




